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Pembangunan di indonesia pada saat ini lebih menekankan kepada pembangunan
dibidang konstruksi, baik dalam pembangunan sarana dan prasarana. Jasa konstruksi
merupakan salah satu problematika dalam perkembangan hukum di Indonesia yang
menuntut keteraturan hukum dikarenakan kompleksitas persoalannya. Problematika
kontrak kerja konstruksi adalah mengenai pengaturan hukum yang sangat banyak dan
tumpang tindih, tidak adanya sosialisasi peraturan kepada stakeholders, kesetaraan
kedudukan antara para pihak dalam jasa konstruksi yaitu penyedia jasa dan pengguna jasa.
Kota Medan melalui dinas bina marga selalu melakukan kontrak pekerjaan konstruksi
melalui jalur pelelangan atau tender kepada penyedia jasa konstruksi, akan tetapi sering
terjadi permasalahan. Maka judul dalam penelitian ini adalah Analisis Hukum
Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Pembangunan Jalan Kota Medan ( Studi Perjanjian
Antara Dinas Bima Marga dengan CV Gabmora.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana pengaturan hukum kontrak konstruksi di Indonesia?, bagaimana akibat
hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi antara dinas Bina marga dengan CV.
Gabmora?, Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan para pihak apabila
terjadi wanprestasi antara dinas bina marga dengan CV. Gabmora?

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif,
dengan analisis analistis, artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu
ketentuan hukum dalam konteks teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan
tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan klaim pada kontrak kerja jasa
konstruksi dan penyelesaian sengketa konstruksi.

Hasil penelitian ini menempatkan bahwa pengaturan kontrak konstruksi, diatur
dalam pengaturan yang bersifat khusus, yakni didalam undang-undang dan peraturan
pelaksana yang berupa peraturan menteri dan peraturan kelembangaan. Konsekuensi
yuridis bagi para pihak yang melakukan wanprestasi adalah adanya tuntutan dari pihak
yang dirugikan terhadap pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau penggenaan
denda/ganti rugi. Ganti kerugiannya meliputi biaya yang nyata telah terjadi akibat adanya
wanprestasi tersebut. Pada permasalahan antara Dinas Bina Marga Kota Medan dengan
CV Gabmora sebagai penyedia, akibat hukum yang terjadi antar perselisihan kedua belah
pihak harus diselesaikan sesuai dengan klausul kontrak diantara para pihak dengan dasar
perjanjian itu adalah dasar bagi para pembuatnya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan
dengan jalur konsultasi, mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Kesemua cara tersebut
dikembalikan kepada para pihak untuk memilih cara perdamaian diantara mereka.
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Development in Indonesia at this time more emphasis on the development of the
field of construction, both in the construction of facilities and infrastructure. Construction
services is one of the problems in the development of law in Indonesia which is demanding
legal order due to the complexity of the problem. Problems of construction work contract
is the legal arrangements are numerous and overlapping, lack of socialization regulations
to stakeholders, equality between the position of the parties in the construction services ie
service providers and service users. Medan via Highways Agency always doing
construction work contracts through auctions or tenders for construction service provider,
but often there is a problem. Hence the title of this research is the analysis of the Law
Implementation Agreement Jalan Medan City Construction Development (Study
Agreement Between the Department of Highways with CV Gabmora Bima.

Based on this background, the formulation of the problem in this research is how the
arrangement of construction contract law in Indonesia ?, what was the law against those
who are in default between the offices of Highways with CV. Gabmora ?, How to resolve
disputes that do the parties in the event of default between the Department of Highways
with CV. Gabmora?

The method used in this thesis is the method of normative juridical, with the analysis
of analytical, meaning that this study illustrates how a legal provision in the context of
legal theory in his presentation describing the various issues relating to claims in the
employment contract construction services and dispute settlement construction.

The results of this study put that construction contract arrangements, set in a special
regulation, which is in the legislation and implementing regulations in the form of
ministerial regulations and institutional regulations. Juridical consequences for the
parties who are in default is the demands of the aggrieved party to the fulfillment of the
agreements, cancellation of the agreement, or penggenaan fines / restitution. Change
disadvantages include the real costs have occurred as a result of such default. At issue
between the Highways Department of the city of Medan with CV Gabmora as a provider,
due to legal disputes that occur between the two sides should be resolved in accordance
with the clause of the contract between the parties on the basis of the agreement was the
basis for the author. Dispute settlement consultations do with track, mediation,
negotiation, and arbitration. All of these ways are returned to the parties to choose the
way of peace between them.
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